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PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Medan yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  perdata

pada tingkat pertama dalam persidangan  Majelis, telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh anak antara:

Penggugat,  NIK.  1271056004910001,  tempat/tanggal  lahir Medan,  20  April

1991, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan

S1  Sarjana  Kehutanan, bertempat  tinggal  di

Kota Medan, disebut sebagai  Penggugat;

Melawan

Tergugat,  NIK. 1271202210890002,  tempat/tanggal  lahir Medan, 22 Oktober

1989,  usia 33 tahun,  Agama Islam, pendidikan

S-1  Sarjana  Hukum,  pekerjaan Driver  Ojek

Online,  bertempat  tinggal  di  Kabupaten  Deli

Serdang, sebagai Tergugat;

         Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah  mendengar  keterangan  Penggugat  serta  saksi-saksi  di  depan

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa,  sesuai  dengan  surat  gugatan  Penggugat,  yang  terdaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Medan,  Register  perkara  Nomor

xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal  15  Agustus  2023,  Penggugat telah

mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :  

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah

menurut  hukum  dan  sesuai  dengan  tuntunan  ajaran  agama  Islam.

Perkawinan  Tersebut  dilangsungkan  pada  tanggal 07  November  2021

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Barat,  Kota
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Medan,  sebagaimana  tercatat  dalam  kutipan  buku  nikah  No.

265/06/XI/2021,  tertanggal 07 November 2021;

2. Bahwa  perkawinan  Penggugat  dengan  Tergugat  dilangsungkan

berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah

tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa  pada  saat  perkawinan  dilangsungkan  Penggugat  berstatus

Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di

rumah orang tua  Penggugat  di  Kota  Medan dan tidak pernah berpindah

tempat tinggal; 

5. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  bergaul/melakukan  hubungan

sebagai suami istri (ba’da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak

yang bernama;

 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx),  laki  laki,  lahir  pada  tanggal  25  Agustus

2022.

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga

dengan  Tergugat  berlangsung kurang  lebih  1  (satu)  tahun,  ketentraman

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah Penggugat

dengan  Tergugat  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus

menerus  sejak  tanggal  Maret  tahun 2022 sampai  dengan saat  ini,  yang

penyebabnya antara lain;

- Tergugat narkoba (sabu-sabu);

- Tergugat sering pulang larut malam dan tidak pulang tanpa alasan

yang jelas;

- Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa  puncak  dari  percekcokan  Penggugat  dengan Tergugat  terjadi

pada  bulan  Maret  tahun  2023,  dimana  Penggugat  meminta  keputusan

kepada Tergugat mengenai hubungan rumah tangga dengan Tergugat akan

tetapi  Tergugat  tidak  memberikan  kepastian.  selang  3  (bulan)  karena

Penggugat sudah merasa lelah melihat perilaku Tergugat yang tidak pernah

berubah,  Penggugat  memutuskan  untuk  berpisah  dengan  Tergugat.

Tergugat tidak ada rasa bersalah dan mempertahankan hubungan rumah
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tangga  dengan  Penggugat.  Sehingga  sejak  saat  itu  Penggugat  dengan

Tergugat tidak lagi tinggal serumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan

layaknya suami istri;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut  rumah tangga yang dihadapi,

Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat

dan  Tergugat  untuk  mencari  penyelesaian  dan  demi  menyelamatkan

perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana

yang  diuraikan  diatas  sudah  sulit  dibina  untuk  membentuk  suatu  rumah

tangga  yang  sakinah,  mawaddah  wa rahmah sebagaimana  maksud  dan

tujuan  dari  suatu  perkawinan,  sehingga  lebih  baik  diputus  karena

perceraian;

10. Bahwa Penggugat juga mohon ditetapkan sebagai pemegang hak

hadhanah (pemeliharaan)  atas anak hasil perkawinan Penggugat dengan

Tergugat tersebut diatas dengan alasan;

a. Bahwa  anak  Penggugat  dengan  Tergugat  selama  ini  berada

dibawah asuhan Penggugat;

b. Bahwa  Tergugat  yang  sebagai  pengguna  narkoba  sehingga

Penggugat  khawatir  dengan  kesehatan  mental  dan  pola  didik  anak

Penggugat dan Tergugat jika berada dibawah asuhan Tergugat;

c. Bahwa ketidakpastian pemberian nafkah atas anak yang selama

ini diberikan oleh pihak keluarga Tergugat, sehingga Penggugat khawatir

dengan  kesehatan  anak  Penggugat  dengan  Tergugat  jika  berada

dibawah asuhan Tergugat;

d. Bahwa  anak  tersebut  masih  dibawah  umur  yang  tentunya

membutuhkan pengasuhan dan kasih sayang seorang ibu;

e. Bahwa Penggugat tidak terhalang secara hukum untuk melakukan

pengasuhan;

11.Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara

Berdasarkan  dalil  dan  alasan-alasan  tersebut  diatas,  maka  dengan  ini

Penggugat  memohon  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Medan cq.  Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari
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persidangan,  kemudian memanggil  Penggugat  dan Tergugat  untuk  diperiksa

dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughraa Tergugat  (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx); 

3. Menetapkan  Penggugat sebagai  pemegang  hak  hadhanah

( pemeliharaan ) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;

- (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx), laki  laki,  lahir  pada tanggal  25  Agustus

2022, kepada Penggugat;

4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

         Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Kuasanya

datang menghadap di persidangan; 

 Bahwa,  Tergugat telah dipanggil  dengan resmi  dan patut  untuk  datang

menghadap  di  persidangan  Pengadilan  Agama Medan akan tetapi  Tergugat

tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya;

  Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun

kembali  dalam  membina  rumah  tangga  dengan  Tergugat,  akan  tetapi  tidak

berhasil;

  Bahwa terhadap perkara ini tidak bisa dilaksanakan mediasi, disebabkan

Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

  Bahwa,  kemudian  dibacakan  gugatan  Penggugat,  Penggugat  tetap

mempertahankan isi gugatannya;

  Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan

bukti tertulis sebagai berikut :

1. Poto Kopi Kutikan Akta Nikah Nomor  265/06/XI/2021, tanggal 07 November

2021, yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Medan

Barat,  telah  dinazegelen  sesuai  ketentuan  bea  meterai,  aslinya  telah

diperlihatkan  oleh  Penggugat  di  persidangan,  setelah  dicocokkan  dengan

aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi

faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.1);
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2.  Fotokopi  Akta  Kelahiran  Nomor  1271-LU-06102022-0018,  atas  nama

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxx),  tanggal  17  Oktober  2022,  yang  dikeluarkan  oleh

Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil  Kota Medan,  telah dinazegelen

sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di

persidangan,  setelah  dicocokkan  dengan  aslinya  ternyata  sesuai  dengan

aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan

diberi tanda (P.2);

           Bahwa, selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan

dua orang saksi  di  persidangan yang telah memberikan keterangan sebagai

berikut : 

1. (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx), umur  39 tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan  Ibu  rumah  tangga,  bertempat  tinggal  Kota  Medan,  dibawah

sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi  mengenal  Penggugat  dan  Tergugat, karena  saksi

adik sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah,

menikah pada bulan Nopember 2021;

- Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  dikaruniai  anak satu

orang;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat  tinggal

bersama  terakhir di Kota Medan;

- Bahwa  awalnya  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat  rukun,  namun  sejak  bulan  Maret  2022  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa  Saksi  mengetahui  perselisihan  dan  pertengkaran

Penggugat  dengan  Tergugat  karena  Saksi  pernah  melihat  Penggugat

dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Penggugat  dengan  Tergugat,  disebabkan   Tergugat  narkoba  (sabu-

sabu), Tergugat sering pulang larut malam dan tidak pulang tanpa alasan

yang jelas, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
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- Bahwa sejak bulan Maret 2023 Penggugat dengan Tergugat telah

berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Penggugat bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang

hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama,

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxx), laki laki, lahir tanggal 25 Agustus 2022;

- Bahwa  sepengetahuan  saksi  selama  anak  Penggugat  dan

Tergugat diasuh oleh Penggugat, kondisinya sehat, terawat dengan baik;

- Bahwa  selama  berpisah  rumah  Tergugat  tidak  pernah  datang

menemui Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

- Bahwa  pihak  keluarga  telah  berusaha  merukunkan  Penggugat

dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan

Tergugat;

2. (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx),  umur  55 tahun,  agama  Islam,  pendidikan  S.1,

pekerjaan Ibu  rumah  tangga,  bertempat  tinggal  Kota  Medan,  dibawah

sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi  mengenal  Penggugat  dan Tergugat, karena saksi

tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah,

menikah pada bulan Nopember 2021;

- Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  dikaruniai  anak satu

orang;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat  tinggal

bersama  terakhir di Kota Medan;

- Bahwa  awalnya  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat  rukun,  namun  sejak  bulan  Maret  2022  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa  Saksi  mengetahui  perselisihan  dan  pertengkaran

Penggugat  dengan  Tergugat  karena  Saksi  pernah  melihat  Penggugat

dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Penggugat  dengan  Tergugat,  disebabkan   Tergugat  narkoba  (sabu-
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sabu), Tergugat sering pulang larut malam dan tidak pulang tanpa alasan

yang jelas, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa sejak bulan Maret 2023 Penggugat dengan Tergugat telah

berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Penggugat bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang

hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama,

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxx), laki laki, lahir tanggal 25 Agustus 2022;

- Bahwa  sepengetahuan  saksi  selama  anak  Penggugat  dan

Tergugat diasuh oleh Penggugat, kondisinya sehat, terawat dengan baik;

- Bahwa  selama  berpisah  rumah  Tergugat  tidak  pernah  datang

menemui Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

- Bahwa  pihak  keluarga  telah  berusaha  merukunkan  Penggugat

dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan

Tergugat; 

           Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu

apapun lagi, selanjutnya Penggugat mohon Putusan;

Bahwa,  tentang  jalannya  pemeriksaan  lebih  jauh  di  persidangan

semuanya  telah  dicatat  dalam  berita  acara  sidang  yang  bersangkutan

sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita

acara sidang tersebut yang merupakan bahagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

Penggugat menggugat cerai  dari  Tergugat karena antara Penggugat dengan

Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan

untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil  dengan

resmi  dan  patut  untuk  datang  menghadap  di  persidangan  sebagaimana

ketentuan Pasal 146 R.Bg jis Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9

tahun 1975 dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  gugatan  Penggugat, Penggugat

adalah penduduk Kota Medan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan pasal

                                                             Hal  7 dari 14 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

73 ayat  (1)  Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua

kalinya  dengan  Undang-undang  Nomor 50  Tahun  2009  Tentang  Peradilan

Agama, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Medan dan

oleh  karena  itu  Pengadilan  Agama  Medan berwenang  memeriksa  dan

mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa  alat bukti  (bukti P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta

Nikah atas nama Penggugat  dengan Tergugat  membuktikan sejak tanggal  7

Nopember  2021,  antara  Penggugat  dengan Tergugat  benar-benar  telah  dan

masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah

bercerai  sampai  sekarang  sesuai  dengan  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-undang

Nomor  1 tahun 1974  jo.  Pasal  10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9

tahun 1975 dan Pasal  7  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum Islam, dengan demikian

Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini

(Persona Standi In Judicio), oleh karena itu alat bukti P.1 tersebut secara formil

dan materil dapat diterima;

Menimbang,  bahwa Tergugat  telah  dipanggil  dengan  resmi  dan  patut

untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Medan akan tetapi

Tergugat  tidak  hadir  dan  tidak  juga  mengutus  orang  lain  sebagai

Wakil/Kuasanya, dengan demikian berdasarkan pasal 149 R.Bg perkara yang

diajukan  Penggugat  telah  dapat  diputus  dengan  tanpa  hadirnya  Tergugat

/Verstek;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  menasehati

Penggugat agar tetap memepertahankan rumah tangganya dengan Tergugat

akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 154 R.Bg jo. pasal

82  ayat  (1)  Undang-undang  nomor  7  tahun  1989  yang  telah  diperbaharui

dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang,  bahwa mediasi  antara  Penggugat  dengan Tergugat  tidak

dapat  dilaksanakan sebagaimana yang  diatur  dalam Perma Nomor  1  tahun

2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah

mengajukan dua orang saksi di  persidangan yang dinilai  oleh Majelis Hakim

sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah

memberikan  keterangan  di  bawah  sumpahnya  masing-masing  didepan

persidangan  dan  telah  dewasa,  sehingga  telah  memenuhi  syarat  formal

sebagai saksi;

           Menimbang, bahwa dari segi materil keterangan saksi I dan saksi ke II

bersesuaian  antara  satu  dengan  yang  lain,  pada  pokoknya  menerangkan

bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret

2023, disebabkan Tergugat narkoba (sabu-sabu),  Tergugat sering pulang larut

malam dan tidak pulang tanpa alasan yang jelas, Tergugat jarang memberikan

nafkah kepada Penggugat;

Menimbang,  bahwa  dari  kedua orang  saksi  yang  diajukan  oleh

Penggugat dan Tergugat di  muka sidang  ternyata  keterangan saksi  pertama

dengan keterangan saksi kedua telah saling menguatkan satu dengan lainnya

dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan

hal  tersebut  Majelis  Hakim  menilai  keterangan  saksi-saksi tersebut  secara

materil dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan

Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat dan

pemeriksaan dalam persidangan ditemukan fakta sebagai berikut: 

- bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan

yang sah dan telah dikaruniai anak satu orang;

- bahwa  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  belum  pernah

bercerai;

- bahwa dalam rumah tangga  Penggugat  dengan Tergugat  telah

terjadi  ketidak  rukunan, disebabkan sejak  bulan  Maret  2022  sering

bertengkar disebabkan  Tergugat narkoba (sabu-sabu),  Tergugat sering

pulang larut malam dan tidak pulang tanpa alasan yang jelas,  Tergugat

jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
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- Bahwa sejak bulan Maret 2023 Penggugat dengan Tergugat telah

berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Penggugat bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang

hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama,

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxx), laki laki, lahir tanggal 25 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan

Penggugat  telah  sesuai  dengan  alasan  perceraian  yang  disebutkan  dalam

pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal116 huruf

(f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus

yang tidak ada harapan untuk rukun kembali; 

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

sebagaimana  yang  dipertimbangkan  di  atas  tidak  lagi  mungkin  untuk

mewujudkan  tujuan  perkawinan  sehingga  mempertahankan  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat justru akan menimbulkan mafsadah bagi kedua belah

pihak,  sedangkan  perceraian  juga  menghilangkan  kemaslahatan  yang  tentu

juga mafsadah bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun

oleh karena berhadapan dua mafsadah maka harus dipilih dengan melakukan

mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan qaedah fiqh yang

diambil alih oleh majelis dalam pertimbangan perkara ini yang berbunyi:

ذذا ذض إ ذر ذعا نن ذت ذتا ذد ذس فف ذي ذم نع ذما ررو ره رم ذظ فع ررا ذأ ذر نب ذض ذكا نت فر ذما نبا نه فف ذخ أ
ذ

artinya : Apabila  berhadapan  dua  mafsadah dihindari  mafsadah yang  paling

besar  kemudratannya  dengan  melakukan  yang  lebih  ringan

mafsadahnya. (Asbahwa an-nazair, halaman 161);

dan Majelis Hakim berpendapat bercerai adalah  mafsadah yang lebih ringan

kemudaratan  yang  diterima  Penggugat  dan  Tergugat,  dibandingkan  dengan

mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;   

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah

ada perceraian, sehingga berdasarkan persangkaan hukum yang didasarkan

pada asas hukum asal bahwa perceraian pada pokoknya tidak ada, sampai ada

bukti  telah  terjadi  perceraian  dan  tidak  ada  bukti  antara  Penggugat  dan

Tergugat  sudah  pernah  bercerai,  maka  majelis  hakim  menarik  kesimpulan

antara  Penggugat  dan  Tergugat  belum  pernah  bercerai.  Dengan  demikian
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gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu  bain sugra dari

Tergugat kepada Penggugat telah sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana

tergambar dalam pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;        

 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi sarat dan

bukti  yang  cukup  oleh  sebab  itu  gugatan  Penggugat  telah  patut  untuk

dikabulkan,  dan  selanjutnya  telah  cukup  alasan  bagi  Majelis  Hakim  untuk

menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat;

Tentang Hadhonah (Hak Asuh Anak).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok telah dikabulkan maka

selanjutnya  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  gugatan  Penggugat

tentang  hak  hadhanah atas anak  Penggugat  dan  Tergugat yang  bernama,

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxx), laki laki, lahir tanggal 25 Agustus 2022; 

Menimbang, bahwa gugatan hadhanah yang diajukan Penggugat telah

memenuhi  ketentuan  Pasal  86  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang

diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006,  dan  terakhir  diubah

dengan  Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009,  oleh  sebab  itu,  gugatan

tersebut secara formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil  gugatannya,  Penggugat

dalam persidangan telah mengajukan bukti P.2, berupa Fotokopi Akte kelahiran

telah dibubuhi materei sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Materai

Nomor 10 Tahun 2020  dan menurut Majelis Hakim bahwa alat bukti tersebut

telah memenuhi syarat formil alat bukti, sehingga dapat diterima sebagai bukti

dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, terbukti bahwa dari hasil

perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak  yang

bernama, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx), laki  laki,  lahir  tanggal  25  Agustus  2022,

masih di bawah umur (belum mumayyiz); 

Menimbang,  bahwa  anak  Penggugat  dan  Tergugat yang  bernama,

Hanafiah Ali Suhara Manullang, laki laki, lahir tanggal 25 Agustus 2022, belum

mumayyiz (belum berusia 12 tahun}.  Sesuai  dengan  ketentuan dalam  Pasal

105  hurup  (a)  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia  Tahun  1991  berbunyi
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“Apabila terjadi perceraian, hak pengasuhan dan pemeliharaan anak berada di

tangan ibunya”;

Menimbang, bahwa agar psikologi anak tersebut tidak terganggu dengan

adanya perceraian Penggugat dan Tergugat serta demi kemashlahatan anak di

masa  yang  akan  datang  yang  sangat  membutuhkan  kasih  sayang  dari

Penggugat  selaku ibu kandungnya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  di  atas,

Majelis  Hakim menyatakan mengabulkan  petitum gugatan Penggugat  poin (3)

dengan  menetapkan Penggugat  sebagai  pemegang  hak  hadhanah

(pemeliharaan)  terhadap  anak  Penggugat  dan  Tergugat yang  bernama,

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxx), laki laki, lahir tanggal 25 Agustus 2022;

Menimbang,  bahwa  meskipun  Penggugat  telah  ditetapkan  sebagai

pemegang  hak  asuh  terhadap  anak  a  quo,  akan  tetapi  menurut  hukum

Penggugat  harus  tetap  memberikan  hak  akses  kepada  Tergugat  untuk

memberikan  kasih  sayang  sebagai  pihak  yang  tidak  memegang  hak  asuh,

sebagaimana selayaknya ayah kandung bagi  anak-anaknya,  oleh karenanya

jika  Penggugat  enggan  atau  menghalangi  Tergugat  memberikan  akses  dan

kasih  sayang  kepada  anak-anak  a  quo dapat  dijadikan  sebagai  alasan

menggugat  pencabutan  hak  asuh  anak  tersebut  di  kemudian  hari.  Hal  ini

sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun

2017 tanggal 19 Desember 2017; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pasal  89  ayat  (1)  Undang-undang

nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3

tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun

2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

Penggugat;

Mengingat  bunyi  pasal-pasal,  dari  peraturan perundang-undangan yang

berlaku    serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan  gugatan Penggugat dengan verstek.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat  (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap

Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

4.  Menetapkan Penggugat sebagai  pemegang hak hadhonah (pemeliharaan)

atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx),

laki  laki,  lahir  tanggal  25  Agustus  2022,  dengan  memberi  akses  kepada

Tergugat untuk berkunjung dan bertemu apabila dibutuhkan oleh Tergugat.

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

            Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada

hari  Selasa tangga 22 Agustus 2023 Masehi  bertepatan dengan tanggal  12

Safar  1445 Hijriah, oleh kami  Drs. H. Sardauli Siregar, M.A,  sebagai Ketua

Majelis,  Drs.  Jaharuddin,  dan Dra.  Nuraini,  M.A, masing-masing  sebagai

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam

sidang terbuka untuk  umum pada hari  itu  juga dengan dihadiri  oleh  hakim-

hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh Hj. Gusnetti, S.H., sebagai Panitera

Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. 

SHakim Anggota,      Hakim Anggota,

Drs. Jaharuddin.                                                  Dra. Nuraini, M.A.   

   Panitera Pengganti,
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Hj. Gusnetti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :        

1. Biaya pendaftaran          Rp   30.000,00

1. Biaya Pemberkasan/ATK      Rp  50.000,00

2. Biaya panggilan Penggugat Rp 175.000,00

3. Biaya Panggilan Tergugat   Rp  440.000,00 

4. Biaya PNBP Penggugat       Rp   10.000,00

5. Biaya PNBP Tergugat          Rp   10.000,00

6. Redaksi        Rp    10.000,00

7. Meterai        Rp               10.000,  00

Jumlah         Rp 735.000,00

(tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
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